
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.408780/2024

TAHUN ANGGARAN 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:9688-1518-9546-0179

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(11): Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

(19): SULAWESI SELATAN

: (408780) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM SULAWESI SELATAN

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 319.267.000  (  TIGA RATUS SEMBILAN BELAS JUTA DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.WA Program Dukungan Manajemen 319.267.000Rp.

013.11.WA. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah 319.267.000Rp.

Jumlah Uang

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

319.267.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   MAKASSAR II 319.267.000(136)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

ISA RACHMATARWATA

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196612301991021001

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2024

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (408780):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (013)

(11)

(19)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SULAWESI SELATAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM SULAWESI SELATAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 013.11.2.408780/2024
DS:9688-1518-9546-0179

013.11.WA Program Dukungan Manajemen 319.267.000Program :

01 Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti1.

Kegiatan 5248 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah 319.267.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

5248.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 5,00 319.267.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
di Wilayah

4.00 Rekomendasi Kebijakan 310.202.000

02 ABD.002 Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak
Asasi Manusia di Wilayah

1.00 Rekomendasi Kebijakan 9.065.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP.   196503221987031002

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2024

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (408780):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (013)

(11)

(19)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SULAWESI SELATAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM SULAWESI SELATAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 013.11.2.408780/2024
DS:9688-1518-9546-0179

1. Anggaran Tahun 2024

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

319.267.000

319.267.000

0

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 013.11.2.408780/2024

TAHUN ANGGARAN 2024

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (408780): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (013)

(11)

(19)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SULAWESI SELATAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM SULAWESI SELATAN

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9688-1518-9546-0179

408780 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM SULAWESI SELATAN

- 319.267 - - - 319.267

013.11.WA Program Dukungan Manajemen - 319.267 - - - 319.267

5248 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah - 319.267 - - - 319.267

5248.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM - 319.267 - - - 319.267 19 51.

(19.51  SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)

-- 319.267- 136319.267 -RM01

JUMLAH - 319.267 - - - 319.267

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.

ttd.

NIP.   196503221987031002

Jakarta, 24 November 2023



TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

(19)

Unit Organisasi

(408780)

Kementerian Negara/Lembaga

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia(11)

Kode/Nama Satker

(013)

:

:

SULAWESI SELATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9688-1518-9546-0179
NOMOR :  DIPA- 013.11.2.408780/2024

4087801. KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM SULAWESI SELATAN

26.59326.59326.593 26.74426.593 319.26726.593 26.593 26.59326.59326.593 26.59326.593RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA BARANG 26.593 319.26726.593 26.593 26.593 26.593 26.593 26.593 26.593 26.593 26.593 26.593 26.744

013.11.WA.5248 Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM di
Wilayah

26.593 26.74426.59326.59326.59326.59326.59326.59326.59326.59326.59326.593 319.267

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

26.593 319.26726.593 26.593 26.593 26.593 26.593 26.593 26.593 26.593 26.593 26.593 26.744

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP.   196503221987031002

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[11]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

SULAWESI SELATAN

[408780]

[19]

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM:

[013]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2024
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 013.11.2.408780/2024
DS:9688-1518-9546-0179

Halaman : IV.A. 1

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP.   196503221987031002

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[11]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

SULAWESI SELATAN

[408780]

[19]

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM:

[013]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2024
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 013.11.2.408780/2024
DS:9688-1518-9546-0179

Halaman : IV.B. 1

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP.   196503221987031002

ttd.



1Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(11)
(408780)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

319,267,000Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/
SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2024
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Dukungan Manajemen013.11.WA 319,267,000
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
HAM di Wilayah

5248 319,267,000

Kebijakan Bidang Hukum dan HAM[Base Line] 5.0 Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

5248.ABD 319,267,000

Lokasi : KOTA MAKASSAR
Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi
Manusia di Wilayah5248.ABD.001 310,202,0004.0 Rekomendasi

Kebijakan
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi
Manusia

U051 55,322,000

A Analisis Evaluasi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia

55,322,000

RM

(KPPN.136-Makassar II )

521211 Belanja Bahan 6,482,000

1,500,0001,500,0001.0 PKTATK dan Komputer Suplies [1 PKT x 1 KEG]  -

1,400,00040,00035.0 OKKonsumsi makan Rapat Presentasi Proposal Kajian [35
ORG x 1 KALI]  -

700,00020,00035.0 OKKonsumsi kudapan Rapat Presentasi Proposal Kajian
[35 ORG x 1 KALI]  -

400,00040,00010.0 OKKonsumsi makan Rapat Pengolahan dan Analisa Data
[10 ORG x 1 KALI]  -

200,00020,00010.0 OKKonsumsi kudapan Rapat Pengolahan dan Analisa
Data [10 ORG x 1 KALI]  -

1,400,00040,00035.0 OKKonsumsi makan Rapat Presentasi Laporan Akhir Hasil
Kajian [35 ORG x 1 KALI]  -

700,00020,00035.0 OKKonsumsi kudapan Rapat Presentasi Laporan Akhir
Hasil Kajian [35 ORG x 1 KALI]  -

182,00091,0002.0 PKTPenggandaan dan penjilidan [1 PKT x 2 KEG]  -

RM

(KPPN.136-Makassar II )

522151 Belanja Jasa Profesi 7,200,000

1,800,000900,000
2.0 OJ

Honorarium Narasumber Eksternal Rapat Presentasi
Proposal Kajian Pejabat Setingkat Eselon III/yang
disetarakan ke bawah [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]

  -

1,800,000900,000
2.0 OJ

Honorarium Narasumber Eksternal Rapat Pengolahan
dan Analisa Data Pejabat Setingkat Eselon III/yang
disetarakan ke bawah [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]

  -

3,600,000900,000
4.0 OJ

Honorarium Narasumber Eksternal Rapat Presentasi
Laporan Akhir Hasil Kajian Pejabat Setingkat Eselon
III/yang disetarakan ke bawah [2 ORG x 2 JAM x 1
KEG]

  -

RM

(KPPN.136-Makassar II )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30,240,000

3,960,000330,00012.0 OKTransport dalam rangka pengumpulan data lapangan di
Kab/Kota [4 ORG x 3 KAB]  -

15,480,000430,00036.0 OHUang harian dalam rangka pengumpulan data di
Kab/Kota [4 ORG x 3 HR x 3 KAB]  -

10,800,000450,00024.0 OHBiaya penginapan dalam rangka pengumpulan data di
Kab/Kota [4 ORG x 2 HR x 3 KAB]  -

RM

(KPPN.136-Makassar II )

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11,400,000

600,000150,0004.0 OKTransport lokal dalam rangka konsultasi dengan
narasumber (pakar) [2 ORG x 2 KEG]  -

1,800,000150,00012.0 OKTransport lokal dalam rangka pengumpulan data
lapangan di Provinsi [3 ORG x 4 KEG]  -

4,500,000150,00030.0 OKTransport lokal peserta dalam rangka Rapat Presentasi
Proposal Kajian [30 ORG x 1 KEG]  -

4,500,000150,00030.0 OKTransport lokal peserta dalam rangka Rapat Presentasi
Laporan Akhir Hasil Kajian [30 ORG x 1 KEG]  -



2Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(11)
(408780)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

319,267,000Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/
SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2024
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM U052 87,890,000

A TANPA SUB KOMPONEN 87,890,000

RM

(KPPN.136-Makassar II )

521211 Belanja Bahan 8,996,000

1,500,0001,500,0001.0 PKTATK dan Komputer Suplies [1 pkt x 1 KEG]  -

4,800,00040,000120.0 OKKonsumsi makan Rapat SIPKUMHAM [10 ORG x 12
KALI]  -

2,400,00020,000120.0 OKKonsumsi kudapan Rapat SIPKUMHAM [10 ORG x 12
KALI]  -

296,000148,0002.0 PKTPenggandaan dan penjilidan [1 PKT x 2 KEG]  -

RM

(KPPN.136-Makassar II )

522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000

3,600,000900,000
4.0 OJ

Honorarium Narasumber Eksternal Pejabat Setingkat
Eselon III/yang disetarakan ke bawah [1 ORG x 1 JAM
x 1 KALI x 4 TW

  -

RM

(KPPN.136-Makassar II )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73,494,000

43,614,0000Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta>>

22,974,0003,829,0006.0 OKTiket dalam rangka koordinasi ke Jakarta [3 ORG x 2
KEG]  -

9,540,000530,00018.0 OHUang harian dalam rangka koordinasi ke Jakarta [3
ORG x 3 HR x 2 KEG]  -

8,760,000730,00012.0 OHBiaya penginapan dalam rangka koordinasi ke Jakarta
[3 ORG x 2 HR x 2 KEG]  -

840,000140,0006.0 OHBiaya Taksi (Sulawesi Selatan) [3 ORG x 1 KL x 2 KEG]  -

1,500,000250,0006.0 OHBiaya Taksi (DKI Jakarta) [3 ORG x 1 KL x 2 KEG]  -

29,880,000Pengumpulan Data Lapangan di Kab/Kota:>

3,600,000300,00012.0 OKTransport dalam rangka pengumpulan data lapangan di
Kab/Kota [4 ORG x 3 KAB]  -

15,480,000430,00036.0 OHUang harian dalam rangka pengumpulan data lapangan
di Kab/Kota [4 ORG x 3 HR x 3 KAB]  -

10,800,000450,00024.0 OHBiaya penginapan dalam rangka pengumpulan data
lapangan di Kab/Kota [4 ORG x 2 HR x 3 KAB]  -

RM

(KPPN.136-Makassar II )

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,800,000

1,800,000150,00012.0 OKTransport lokal dalam rangka verifikasi data dan
informasi SIPKUMHAM di Provinsi [3 ORG x 4 KALI]  -

Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik Berbasis IPK-IKM

U053 166,990,000

A Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik Berbasis IPK-IKM

75,740,000



3Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(11)
(408780)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

319,267,000Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/
SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2024
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RM

(KPPN.136-Makassar II )

521211 Belanja Bahan 6,440,000

1,500,0001,500,0001.0 PKTATK dan Komputer Suplies [1 PKT]  -

1,400,00040,00035.0 OKKonsumsi makan Rapat Presentasi Proposal Kajian [35
ORG x 1 KALI]  -

700,00020,00035.0 OKKonsumsi kudapan Rapat Presentasi Proposal Kajian
[35 ORG x 1 KALI]  -

400,00040,00010.0 OKKonsumsi makan Rapat Pengolahan dan Analisa Data
[10 ORG x 1 KALI]  -

200,00020,00010.0 OKKonsumsi kudapan Rapat Pengolahan dan Analisa
Data [10 ORG x 1 KALI]  -

1,400,00040,00035.0 OKKonsumsi makan Rapat Presentasi Laporan Akhir Hasil
Kajian [35 ORG x 1 KALI]  -

700,00020,00035.0 OKKonsumsi kudapan Rapat Presentasi Laporan Akhir
Hasil Kajian [35 ORG x 1 KALI]  -

140,00070,0002.0 PKTPenggandaan dan penjilidan  -

RM

(KPPN.136-Makassar II )

522151 Belanja Jasa Profesi 7,200,000

1,800,000900,000
2.0 OJ

Honorarium Narasumber Eksternal Rapat Presentasi
Proposal Kajian Pejabat Setingkat Eselon III/yang
disetarakan ke bawah [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]

  -

1,800,000900,000
2.0 OJ

Honorarium Narasumber Eksternal Rapat Pengolahan
dan Analisa Data Pejabat Setingkat Eselon III/yang
disetarakan ke bawah [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]

  -

3,600,000900,000
4.0 OJ

Honorarium Narasumber Eksternal Rapat Presentasi
Laporan Akhir Hasil Kajian Pejabat Setingkat Eselon
III/yang disetarakan ke bawah [2 ORG x 2 JAM x 1
KEG]

  -

RM

(KPPN.136-Makassar II )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49,800,000

6,000,000300,00020.0 OKTransport dalam rangka pelaksanaan verifikasi
lapangan data hasil survei online [4 ORG x 5 KAB]  -

25,800,000430,000
60.0 OH

Uang harian dalam rangka pelaksanaan verifikasi
lapangan data hasil survei online [4 ORG x 3 HR x 5
KAB]

  -

18,000,000450,000
40.0 OH

Biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan verifikasi
lapangan data hasil survei online [4 ORG x 2 HR x 5
KAB]

  -

RM

(KPPN.136-Makassar II )

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,300,000

600,000150,0004.0 OKTransport lokal dalam rangka konsultasi dengan
narasumber (pakar) [2 ORG x 2 KEG]  -

2,700,000150,00018.0 OKTransport dalam rangka pelaksanaan verifikasi
lapangan data hasil survei online [3 ORG x 6 KEG]  -

4,500,000150,00030.0 OKTransport lokal peserta dalam rangka Rapat Presentasi
Proposal Kajian [30 ORG x 1 KEG]  -

4,500,000150,00030.0 OKTransport lokal peserta dalam rangka Rapat Presentasi
Laporan Akhir Hasil Kajian [30 ORG x 1 KEG]  -

B Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di
Wilayah

91,250,000



4Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(11)
(408780)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

319,267,000Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/
SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2024
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RM

(KPPN.136-Makassar II )

521211 Belanja Bahan 3,055,000

1,500,0001,500,0001.0 PKTATK dan Komputer Suplies [1 PKT]  -

960,00040,00024.0 OKKonsumsi makan Rapat [12 ORG x 2 KALI]  -

480,00020,00024.0 OKKonsumsi kudapan Rapat [12 ORG x 2 KALI]  -

115,000115,0001.0 PKTPenggandaan dan penjilidan  -

RM

(KPPN.136-Makassar II )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29,880,000

3,600,000300,000
12.0 OK

Transport dalam rangka pendampingan penilaian
mandiri Indeks Reformasi Hukum di wilayah [4 ORG x 3
KAB]

  -

15,480,000430,000
36.0 OH

Uang harian dalam rangka pendampingan penilaian
mandiri Indeks Reformasi Hukum di wilayah [4 ORG x 3
HR x 3 KAB]

  -

10,800,000450,000
24.0 OH

Biaya penginapan dalam rangka pendampingan
penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di wilayah [4
ORG x 2 HR x 3 KAB]

  -

RM

(KPPN.136-Makassar II )

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,800,000

1,800,000150,000
12.0 OK

Transport lokal dalam rangka pendampingan penilaian
mandiri Indeks Reformasi Hukum di wilayah [4 ORG x 3
KEG]

  -

RM

(KPPN.136-Makassar II )

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 56,515,000

13,350,000150,00089.0 OKTransport kegiatan Rapat di luar kantor (Fullday) [89
ORG x 1 KEG]  -

9,345,000105,00089.0 OHUang Harian kegiatan Rapat di luar kantor (Fullday) [89
ORG x 1 HR x 1 KEG]  -

33,820,000380,00089.0 OPPaket kegiatan Rapat di luar kantor (Fullday) [89 ORG x
1 HR x 1 PKT]  -

Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia di Wilayah5248.ABD.002 9,065,0001.0 Rekomendasi

Kebijakan
Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia di Wilayah

U051 9,065,000

A TANPA SUB KOMPONEN 9,065,000

RM

(KPPN.136-Makassar II )

521211 Belanja Bahan 3,015,000

1,500,0001,500,0001.0 PKTATK dan Komputer Suplies [1 PKT x 1 KEG]  -

1,000,00040,00025.0 OKKonsumsi makan pelaksanaan sosialsasi [25 ORG x 1
KALI]  -

400,00016,00025.0 OKKonsumsi kudapan pelaksanaan sosialisasi [25 ORG x
1 KALI]  -

115,000115,0001.0 PKTPenggandaan dan penjilidan [1 PKT x 1 KEG]  -

RM

(KPPN.136-Makassar II )

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,750,000

1,750,0001,750,0001.0 BLNBiaya pembelian lisensi aplikasi video teleconference
(zoom meeting) [1 PKT x 1 BLN]  -



5Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(11)
(408780)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

319,267,000Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/
SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2024
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RM

(KPPN.136-Makassar II )

522151 Belanja Jasa Profesi 4,300,000

3,600,000900,000
4.0 OJ

Honorarium Narasumber dari Instansi terkait Pejabat
Esalon III ke bawah (yang disetarakan) [2 ORG x 2 JAM
x 1 KEG]

  -

700,000700,0001.0 OKHonorarium Moderator dari Eksternal  -

NIP 196407011991031001
LIBERTI SITINJAK

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang

3. * = Blokir

Makassar, 7 Desember 2023
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